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Abstract 
 
Boarding school has a great potential in the success of community empowerment in 
organizing early childhood education. As a form of education based community, community 
empowerment in boarding school certainly has the advantages from other community based 
empowerment. Nevertheless, some notices should be given mainly to involve government in 
the implementation of Early Childhood Education based boarding school.    
Keywords: Community Empowerment, Early Childhood Education, Boarding School 
 
 
Abstrak 
 
Pesantren mempunyai potensi besar dalam menyukseskan pemberdayaan masyarakat 
pengelengaraan pendidikan Anak Usia Dini. sebagai salah satu bentuk Pendidikan Berbasis 
Masayarakat yang telah berjalan dalam bersama kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman 
sebelum penjajahan, pemebrdayaan masyarakat dalam   pendidikan pesantren tentu memilki 
keunggulan dari jenis PBM yang lain. Meski demikian beberapa catatan, perlu diberikan 
terutama dalam melibatkan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD berbasis pesantren. 
Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Pesantren 
 
 
Pendahuluan 
Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah yang telah didengungkan sejak tahun 
1999-dari sistem sentralistis (terpusat) ke desentralistis-telah membawa pengaruh positif 
dalam kehidupan bangsa Indonesia di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor 
pendidikan.
1
 Jika ditinjau dari segi historis, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah 
memasuki era perubahan ke tiga, yang sebelumnya pendidikan sepenuhnya milik masyarakat 
menyatu dalam lembaga-lembaga keagamaan baik yang dilaksanakan di surau, masjid, 
maupun pesantren sebagai pengembangan fungsi masjid menjadi lembaga pendidikan. 
Kemudian pada tahap selanjutnya, pendidikan menjadi program pemerintah dan dikelola 
secara sentralistik baik perencanaan, pendanaan maupun berbagai sumber daya lainnya. 
Lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 1989 telah 
memperkuat sentralisasi tersebut tidak hanya dalam standar mutu tetapi juga mengenai 
kurikulum dan metode evaluasi hasil belajar. Kini dengan diberlakukannya Undang-undang 
Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 20 tahun 2003, secara implisit 
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terkandung makna bahwa “rakyat memperoleh kembali hak partisipasinya dalam 
mengembangkan kualitas pendidikan, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa 
pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai 
kemajemukan bangsa”.2 Gagasan tersebut diperjelas dengan pasal 6 yang sama yakni 
pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui 
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
3
 
Jika pada masa Orde Baru, masyarakat tidak bisa berpartisipasi secara aktif dalam 
pelaksanaan pendidikan—dikarenakan seluruh kebijakan dan sistem pendidikan 
diselenggarakan secara sentralistis dengan top-down policy
4
 yang mengabaikan masukan-
masukan dari luar sistem pemerintahan—sehingga penyelenggara pendidikan terkesan hanya 
sebagai perpanjangan tangan penguasa semata. Akan tetapi, pada saat ini keputusan 
pembangunan pendidikan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan 
masyarakat dengan menerapkan prinsip people-centered development.
5
 Partisipasi di sini 
ditafsirkan sebagai bentuk kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan 
(planning), mengorganisasikan (organizing), melaksanakan (actuating), dan  mengontrol 
(controling). Dengan demikian pendidikan tersebut berlangsung “dari, oleh, dan bersama 
masyarakat.”6  
Dalam konteks otonomi daerah, sudah seharusnya penyelenggaraan pendidikan yang 
ada disesuaikan dengan kebutuhan yang memiliki relevansi dengan masyarakat terkait, serta 
mengikutsertakan secara aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. 
Penyelenggaraan pendidikan yang sedemikian ini, telah terinspirasikan oleh model 
penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang ada di pesantren. Keberadaan pesantren 
sebagai lembaga pendidikan ini sejak awal memiliki sifat yang lentur dan fleksibel, sehingga 
pada kenyataannya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, 
lembaga pendidikan pesantren memusatkan pengajarannya kepada al-Qur’an dan Hadits.7 
Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, lembaga pendidikan ini tidak hanya 
mengajarkan pendidikan al-Qur'an dan Hadits saja, akan tetapi telah menyesuaikan diri 
dengan keadaan yakni dengan cara menyelenggarakan pendidikan umum. Penyelenggaraan 
pendidikan umum ini, sebagai bentuk respon pesantren untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang semakin berkembang dan maju.  
Keberadaan pesantren yang eksis hingga saat ini, tidak lepas dari berbagai macam 
hambatan. Dalam lembaga pendidikan pesantren hambatan yang paling utama adalah 
persoalan pembiayaan (educational finance)—hal ini sangat berbeda jauh dengan model 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seluruh materi dan pembiayaan telah 
dianggarkan—akan tetapi, hambatan tersebut sedikit demi sedikit dapat terpecahkan yakni 
dengan cara melibatkan masyarakat secara aktif baik dalam perencanaan, pengorganisasian, 
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pelaksanaan, pengawasan maupun pembiayaan yang keseluruhannya dilakukan bersama 
dengan masyarakat,
8
 sehingga semua persoalan yang muncul menjadi persoalan bersama. 
Djalal menekankan arti penting pesantren dalam pendidikan berbasis masyarakat 
(PBM) dalam sebuah tulisannya. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat di 
Indonesia yang dimotori oleh lembaga pendidikan pesantren sangat relevan dilaksanakan 
sebagai upaya mengembangkan sistem pendidikan yang terkoordinasi guna meningkatkan 
mutu kehidupan anak-anak pedesaan melalui pengembangan pesantren sebagai jalur 
pendidikan dasar di bawah pendidikan dasar sembilan tahun bagi yang berumur 7-15 tahun.
9
  
Dalam pelibatan masyarakat dalam pendidikan pesantren juga mendapat dukungan 
penting dari beberapa penelitian. pelibatan masyarakat secara langsung ke dalam 
penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah Al-Ittihad yang dilakukan oleh Shunhaji 
disimpulkan membawa pengaruh yang signifikan dalam pengembangan Madrasah Diniyah 
Al-Ittihad pada tahap selanjutnya.
10
 Penelusuran Dewi  tentang Kemandirian Pesantren dalam 
Pengembangan Otonomi Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang 
kemandirian pesantren dalam percaturan politik pendidikan di Indonesia, baik dari segi 
struktur pengajaran, lingkungan kehidupan, pola kehidupan, sosial kemasyarakatan maupun 
anggaran dana pendidikan. Kemandirian pesantren yang ada di Indonesia tidak lepas dari 
peran aktif masyarakat yang bahu-membahu menyelesaikan persoalan secara bersama-sama 
khususnya dalam masalah pembiayaan.
11
 
Peranan pesantren yang telah diakui sejak beberapa abad yang lalu, hal ini perlu untuk 
terus dikembangkan agar dapat berperan menanggulangi tantangan-tantangan baru, 
khususnya dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun. Dari jenjang 
pendidikan yang dikembangkan, pesantren bisa meluaskan area pendidikannya hingga 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan melibatkan 
masyarakat di sekitar lingkungannya. 
 
Pendidikan Berbasis Masyarakat 
PBM pada dasarnya dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat, 
sehingga mereka berdaya dalam arti memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri 
yang sudah barang tentu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, konsep 
pendidikan berbasis masyarakat menjadi “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk 
masyarakat”.12 
Definisi tersebut sangat jelas digunakan untuk membedakan dengan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah (state-based education). Pengertian mengenai masyarakat 
sendiri pada dasarnya dapat menunjuk pada derajat kepemilikan masyarakat.
13
 Secara jelas 
dapat dikatakan bahwa jika sesuatu itu berbasis masyarakat, maka hal itu sepenuhnya 
menjadi milik masyarakat. Kepemilikikan sendiri mengimplikasikan penuh yang berarti 
bahwa masyarakat dapat sepenuhnya memutuskan tujuan dan sasaran, pembiayaan, 
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kurikulum, materi pelajaran, evaluasi pembelajaran, standar kelulusan, guru dan 
kualifikasinya, persyaratan siswa dapat diterima, dan tempat serta segala sesuatun yang 
berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukannya. Adapun indikator kepemilikan di sini 
berupa: a) dukungan (support) orang tua dan anggota masyarakat lainnya, memberikan 
dukungan dana, dan tenaga; b) keterlibatan (involvement) orang tua dan anggota masyarakat 
lainnya terlibat secara langsungh dalam pengambilan keputusan, misalnya mengenai kegiatan 
ekstra dan penentuan jadwal; c) kemitraan (partnership) orang tua dan anggota masyarakat 
lainnya menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelolaan sekolah dalam 
menentukan hal-hal yang berkenaan dengan tujuan, program, alokasi, dana, dan ketenagaan; 
d) kepemilikan penuh (full ownership) para nggota masyarakat mengenai semua keputusan 
program. 
Watson kemudian mengemukakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki 
tiga elemen, yakni: 
Pertama, mementingkan warga belajar. Di sini ada beberapa penekanan seperti 
pentingnya mendengar suara warga belajar, menggunakan program belajar, percaya bahwa 
setiap orang memiliki kemampuan belajar karena setiap warga belajar memiliki kekuatan, 
ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman, serta ada kesetaraan di antara warga dan 
pembina program. Kemudian mendorong warga belajar untuk ikut aktif terlibat dalam 
kegiatan belajar dan kegiatan kemasyarakatan, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat 
karena sebenarnya mereka tahu apa yang mereka butuhkan. 
Kedua, program dimulai dari perspektif yang kritis. Ada tiga perspektif dalam melihat 
masyarakat, yaitu konservatif, liberal, dan kritis. Pendidikan berbasis masyarakat 
menggunakan pendekatan kritis yang menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar 
masyarakat, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan partisipasi dalam setiap 
kegiatan. 
Ketiga, pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program belajar harus 
berlokasi di masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan 
program tersebut dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat sehingga mereka 
membentuk kestuan yang lebih besar.
14
 
Fasli Jalal dan Dedi Supriadi dengan kutipan dari Dean Nealson kemudian 
menjelaskan, PBM di Indonesia menunjuk pada pengertian yang beragam, di antaranya 
adalah peran serta masyarakat dalam pendidikan; (a) pengambilan keputusan yang berbasis 
sekolah; (b) pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan; (c) pendidikan dan 
pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta; (d) pendidikan luar sekolah yang 
disediakan oleh pemerintah; (e) pusat kegiatan belajar masyarakat, (f) pendidikan luar 
sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput (grassroot organization) seperti LSM 
dan pesantren.
15
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Penyelenggaraan PAUD di Pesantren, sebuah kasus 
Penerapan pendidikan berbasis masyarakat ini lebih digarap secara intensif oleh 
berbagai pondok pesantren yang telah memiliki lembaga pendidikan formal. Hal ini 
dikarenakan, pesantren ingin memberdayakan masyarakat dengan melihat potensi dan sumber 
daya yang dimilikinya. Jikalau pesantren dapat dan mampu memberdayakan masyarakat 
maka akan tercipta suatu kemandirian dalam sebuah masyarakat tersebut. Ketika kemandirian 
terbentuk, masyarakat memiliki hak sepenuhnya atas lembaga tersebut, seperti hak untuk ikut 
merencanakan program, mengorganisasikan, mengontrol, dan mengevaluasi jalannya 
pendidikan.  
Pondok Pesantren At-Tanwir yang berada di Desa Talun, Kecamatan  Sumberrejo, 
Kabupaten Bojonegoro yang masuk dalam wilayah propinsi Jawa-Timur, merupakan salah 
satu lembaga pendidikan yang telah menerapkan konsep penyelenggaraan pendidikan 
berbasis masyarakat, baik dari segi kurikulum, waktu pembelajaran, metode dan pendekatan, 
kualifikasi guru dan juga kualifikasi out-putnya memiliki spesifikasi tertentu jika 
dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya. Penyelenggaraan 
pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren At-Tanwir telah dimulai sejak pertama 
kali didirikan yang dimotori oleh Kyai Haji Sholeh. Cikal-bakal Pondok Pesantren At-Tanwir 
hanyalah pendidikan keagamaan, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan atas 
keinginan masyarakat maka pondok pesantren tersebut mendirikan lembaga pendidikan 
formal. Berdasarkan pengamatan peneliti, Pondok Pesantren At-Tanwir secara garis besar 
dibagi menjadi dua, yakni sebagai lembaga pendidikan formal dan sebagai lembaga sosial 
keagamaan.  Sebagai lembaga pendidikan formal, pondok pesantren telah menyelenggarakan 
pendidikan dari tingkat Roudlatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, 
Madrasah Aliyah, dan program Takhasus). Kemudian sebagai lembaga sosial keagamaan 
yang menitikberatkan kepada pengabdian pondok pada masyarakat luas. Bentuk pengabdian 
yang diberikan berupa penyelenggaraan Madrasah Diniyah yang dilakukan secara klasikal 
dan majelis taklim—yang  dilaksanakan Ahad malam dan Jum’at pagi—keseluruhannya 
berada di bawah pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan 
berkembang dari masyarakat, Pondok Pesantren At-Tanwir melibatkan masyarakat sekitar 
baik dalam pendanaan, pembuatan kurikulum, dan tenaga pengajar. Berkaitan dengan dana, 
lembaga pendidikan ini telah lama didukung oleh partispasi masyarakat melalui dana tetap 
yayasan, sumbangan wali santri, dan donatur-donatur yang tidak mengikat lainnya.  
Pada masa pendiriannya, kurikulum dibuat atas kesepakatan kyai dan masyarakat -di 
mana masyarakat dapat mengusulkan secara langsung materi apa yang akan dan harus 
diberikan kepada santri- akan tetapi, saat ini masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada 
pimpinan pondok sebagai pemegang kendali untuk mengatur dan mengontrol materi yang 
diberikan. Walaupun demikian pimpinan pesantren mengambil kebijakan untuk tetap 
melibatkankan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan setiap bulan 
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Syawal. Dengan menyelenggarakan pendidikan formal, pengasuh mensinergikan kurikulum 
yang telah ada (kurikulum salafi dan Gontor) dengan kurikulum yang berasal dari 
pemerintah, maka. dengan memasukkan kurikulum pemerintah terdapat sisi menarik dari 
keduanya, yakni sistem evaluasi yang selama ini dilakukan. Berbeda dengan lembaga-
lembaga formal yang lainnya, Pondok Pesantren At-Tanwir memberlakukan system evaluasi 
ganda yaitu evaluasi lokal, dan nasional. Dalam pelaksanaan evaluasi local dilakukan melalui 
dua tahap. Tahap pertama biasanya disebut dengan imtihan al-safahi (ujian lesan) dan yang 
kedua imtihan al-Tahriri (ujian tulis), yang keseluruhan bahan maupun materi dibuat oleh 
pondok pesantren. Selain evaluasi di atas, pondok pesantren juga mengadakan evaluasi 
sebagaimana yang diadakan di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Evaluasi 
nasional ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepara para santri dalam rangka 
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta untuk mendapatkan syahadah.
16
  
Persoalan tenaga edukatif; mengenai pengangkatan, pemberhentian dan penilaiannya 
ditentukan oleh dewan yang dibentuk secara khusus oleh Pondok Pesantren At-Tanwir atas 
persetujuan pengasuh, sedangkan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama tidak dapat 
mengintervensi sedikitpun dalam persoalan tersebut. Pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pondok Pesntren At-Tanwir Talun, yang telah dimotori oleh K. H. Sholeh ini telah berjalan 
kurang lebih selama tujuh puluh dua tahun.
17
 
 
Catatan Pemberdayaan masyarakat dalam PAUD berbasis Pesantren 
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memegang peranan yang sentral dan 
strategis dalam penyelenggaraan program-program pendidikan berbasis masyarakat. Tanpa 
disertai peran aktif dari masyarakat, rasanya tidak akan pernah ada pemberantasan buta huruf, 
kejar paket A, dan kejar paket B yang selama ini telah dilaksanakan. Kelompok masyarakat 
yang memiliki peranan cukup signifikan dalam pelaksanaan pendidikan yang selama ini ada, 
adalah tokoh-tokoh masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan juga LSM. 
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat di sini adalah tokoh yang berasal dari 
pendidik, agama, dan adat yang berperan sebagai pemakarsa, mediator, motivator, tutor, 
pengelola, dan bahkan sebagai penyandang dana serta sebagai penyedia fasilitas pendidikan. 
Selain itu organisasi kemasyarakatan juga berperan sebagai pemakarsa, perencana, 
penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, penyedia 
dana, pembina kegiatan, dan pemecah masalah. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) terus 
diperankan sebagai pembangkit dan mediator aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, 
pendamping masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia tekhnologi, penyedia informasi 
pasar, dan penyedia tenaga ahli serta sebagai pengelola program. 
Begitu juga dengan lembaga usaha yang memiliki orientasi profit yang selama ini ada 
telah diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, mulai tergugah untuk perperan 
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sebagai penyelenggara pendidikan, penyedia fasilitas, dan penyedia dana pendidikan baik 
yang berupa pemberian beasiswa maupun yang lainnya, serta penyedia fasilitas pasar, 
menjadi mitra usaha dalam mengelola produksi serta hasil usaha ketrampilan yang telah 
dipelajari. 
Maka untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam dunai pendidikan, sangat 
perlu dikembangkan model pendidikan yang disebut pendidikan berbasis masyarakat, agar 
seluruh potensi, sumber daya yang ada dan dimiliki oleh masyarakat dapat diberdayakan 
secara sinergis, sistemis, dan simbiotis melalui proses yang konseptual sebagai upaya 
peningkatan mutu pendidikan yang ada. 
Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD berbasis pesantren perlu 
dukungan Pemerintah. Perubahan menarik dari keterlibatan pemerintah di pesantren adalah 
masuknya sumber pengetahuan lain selain kyai. Informasi ilmu pengetahuan bisa diperoleh 
dari berbagai macam sumber dan cara, dari sekadar obrolan dengan teman, buku, koran, 
majalah, sampai internet. Tidak heran kalau kemudian terjadi proses desakralisasi peran kyai 
sebagai penyampai ilmu di pesantren. Ketika pesantren berubah dalam artian memiliki 
lembaga pendidikan formal, otoritas kyai dan masyarakat untuk melahirkan sumber daya 
manusia yang berkualitas telah dicampuri peran negara. Pesantren kemudian terpaksa 
mengadopsi dan mengikuti sistem pendidikan formal dengan kurikulum pendidikan, dan 
bahkan, kalender akademik yang ditentukan oleh pemerintah. Kini  di pesantren tidak lagi 
berhak menentukan pelajaran apa yang akan diajarkan dan berapa waktu yang dipergunakan 
untuk itu. Bahkan, mereka tidak lagi memiliki kewenangan menentukan kapan waktu libur 
dan menentukan berapa biaya pendidikan yang diperlukan. Kyai kemudian berperan tidak 
lebih sebagai simbolis dan terbatas pada masalah ritual keagamaan.  
Jika kita lihat lebih jauh, sebenarnya peran pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan 
berbasis masyarakat tidak dapat dipisahkan begitu saja. Dalam ranah pendidikan, pemerintah 
merupakan suatu unit berdasarkan kekuasaan. Dalam upaya melestarikan kekuasaannya, 
pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Hal 
ini telah dikupas antara lain oleh Michael W. Apple di dalam bukunya yang terkenal dengan 
Educational and power. Demikian halnya dalam kehidupan bernegara tersangkut dalam 
pelestarian kekuasaan negara/pemerintah melalui politik kebudayaannya (cultural politics). 
Apple menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-
lembaga pendidikannya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik 
atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. Biasanya, hal tersebut tidak disadari dalam 
sistem pendidikan dari suatu masyarakat, namun demikian kekuasaan politik secara tidak 
langsung berada dan masuk dalam sistem pendidikan dengan bentuk “hidden curriculum”.18 
Maka tanpa disadari suatu sistem pendidikan melaksanakan cita-cita suatu negara. Oleh sebab 
itu, dalam reformasi pendidikan dewasa ini terutama yang dianut oleh golongan pedagogik 
kritis, telah dikembangkan kesadaran masyarakat serta peserta didik terhadap adanya hidden 
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curriculum dibalik kurikulum sistem pendidikan. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada 
masa Orde Baru bagaimana proses pendidikan, kurikulum, metodologi pendidikan, semuanya 
merupakan pengejawentahan dari sistem kekuasaan yang ada atau dengan kata lain sebagai 
upaya pelestarian kekuasaan Orde Baru pada saat itu. 
Seharusnya pemerintah, dalam hal ini sebagai lembaga tertinggi negara, di dalam 
pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat sudah seharusnya menjadi balance dari suatu 
lembaga pendidikan tersebut. Hal ini dikarenakan, walaupun dalam lembaga pendidikan 
tersebut pendidikan dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat, toh tidak ada salahnya jika 
pemerintah tetap ikut berpartisipasi aktif dalam memonitoring lembaga yang ada. Ini sebagai 
bentuk perwujudan rasa kepemilikian pemerintah atas lembaga yang ada. 
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